BUPATI MUKOMUKO

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

Menimbang :  a. bahwa adanya barang milik daerah yang sudah rusak
berat karena bencana alam/force majeure dan/atau
sebab-sebab lainnya yang tidak bisa dilakukan
pemeliharaannya dan/atau tidak berada diluar
penguasaan pengguna dan/atau kuasa pengguna
barang satuan kerja perangkat daerah dan terjadi
pemusnahan, perlu dilakukan penghapusan barang
milik daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a,periu ditetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik
Daerah Kabupaten Mukomuko;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2013);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3851),

4, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten
Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4266);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terahir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang
Penjualan Kendaraan Bermotor Perorangan Dinas
Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2967);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang
Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3573);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang
Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan
Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah
Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 4073 ) ,
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4609), sebagaiman telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4855);

17. Peraturan Pemerintan Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah
,Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

19. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang
Tata Cara Penjualan Rumah Pegawai Negeri;

20.Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982 tentang
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 134
Tahun 1974 tentang Perubahan Penetapan Status
Rumah Negeri;

21. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;
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22.Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 95 Tahun 2007,

23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun
2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah
Yang Dipisahkan;

24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja
Pemerintahan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja
Pemerintahan Daerah;

25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
Daerah;

27.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007
tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan,
Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan
Barang Milik Negara;

28.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun
2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang
Daerah;

29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002
tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang
Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;

30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun
2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

31.Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 05
Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009
Nomor 105);

32.Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 34
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Mukomuko
(Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009

Nomor 134); }‘/
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK
DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.

6. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mukomuko.

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.

8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko selaku
Pengelola Barang Milik Daerah.

9. Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengelola adalah
pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi
pengelolaan barang milik daerah.

10. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pembantu
Pengelola adalah pejabat yang berwenang dan Dbertanggungjawab
mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada
pada satuan kerja perangkat daerah.

11. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah adalah Dinas Pendapatan dan
Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko.

12. Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut pengguna barang
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.

13. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah adalah kepala satuan unit kerja atau
pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang
milik daerah yang berada dalam penguasaannya.

14. Penyimpan Barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima,
menyimpan, dan mengeluarkan barang.
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Pengurus barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus
barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja
perangkat daerah/unit kerja.

Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna barang milik
daerah.

Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa
program.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari
perolehan lainnya yang sah.

Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan
terhadap barang Daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan,
penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan,
penyaluran, iventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan,
pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya.

Rumah Daerah adalah rumah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang
ditempati oleh Pejabat tertentu atau Pegawai Negeri Sipil.

Penyimpanan adalah  kegiatan untuk melakukan  pengurusan
penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan di dalam gudang atau
ruang penyimpanan lainnya.

Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang milik
daerah dari gudang atau tempat lain yang ditunjuk ke unit kerja/satuan kerja
pemakai.

Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua
barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan
secara berdaya guna dan berhasil guna.

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa
pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
bersangkutan.

Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak
dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat
daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan,
bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status
kepemilikan.

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar
barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang
untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau
pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang
yang berada dalam penguasaannya.

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah
sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan,
dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.

Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak
lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.

Tukar menukar barang milik daerah / tukar guling adalah pengalihan
kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara Pemerintah Daerah
dengan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau antara
Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian
dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.
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30. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah
kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah
Daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.

31. Penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan
barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak
dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai
modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan
hukum lainnya.

32. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan
pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.

33. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan
pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan
metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.

Pasal 2

(1) Barang milik Daerah meliputi :
a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dan
b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b perihal ini meliputi :
a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan Undang-Undang atau;
d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

(1) Maksud tata cara pelaksanaan penghapusan barang milik daerah Kabupaten
Mukomuko adalah prosedur penghapusan barang milik daerah Kabupaten
Mukomuko yang ada pada setiap Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna
dan/atau pada Daftar Barang Milik Daerah.

(2) Penghapusan Barang Milik Daerah meliputi :
a. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna;
b. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

(3) Tujuan, sebagai Pedoman pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah
bagi Pejabat/aparat pengelola Barang Milik Daerah secara menyeluruh
sehingga dapat dipakai acuan oleh semua pihak dalam rangka
melaksanakan tertib Adminitrasi dan tertib pengelolaan penghapusan Barang
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Pasal 4

(1) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (1) huruf a dilakukan
dalam hal Barang Milik Daerah sudah tidak berada dalam penguasaan
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna.

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam
hal Barang Milik Daerah sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan
atau karena sebab-sebab lain.

BAB il

PERSYARATAN
Pasal 5

(1) Penghapusan barang tidak bergerak seperti tanah dan/atau bangunan
berdasarkan pertimbangan / alasan - alasan sebagai berikut :

a. Barang dalam kondisi rusak berat karena bencana alam atau karena
sebab lain di luar kemampuan manusia ( force majeure );

b. Tidak dapat digunakan secara optimal (idle);

c. Lokasi barang menjadi tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata
Ruang karena adanya perubahan tata ruang kota;

d. Sudah tidak memenuhi kebutuhan organisasi karena perkembangan
tugas;

e. Penyatuan lokasi barang dengan barang lain milik daerah dalam
rangka efisiensi atau

f. Pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis
pertahanan dan keamanan.

(2) Penghapusan barang bergerak berdasarkan pertimbangan/alasan — alasan
sebagai berikut :

a. Pertimbangan teknis, antara lain ;

i. Secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak
ekonomis bila di perbaiki.

ii. Secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi.
iii. Telah melampaui batas waktu kegunaannya / kadarluwarsa.

iv. Karena penggunaan mengalami perubahan dasar spesifikasi dan
sebagainya.

v. Selisih kurang dalam timbangan / ukuran disebabkan penggunaan /
susut dalam penyimpangan / pengangkutan.

b. Pertimbangan ekonomis, antara lain ;
i. Untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau idle.

ii. Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila
dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharaannya lebih besar

dari manfaat yang diperoleh.



c. Karena hilang / kekurangan perbendaharaan atau kerugian, yang
disebabkan ;

i. Kesalahan atau kelalaian penyimpan dan/atau pengurus barang.

ii. Diluar kesalahan / kelalaian penyimpan dan/atau pengurus barang.
iii. Mati, bagi tanaman atau hewan/ternak.
iv. Karena kecelakaan atau alasan tidak terduga ( force majeure ).

(3) Penghapusan barang milik daerah diusulkan oleh Pengguna dan/atau Kuasa
Pengguna Barang kepada Pengelola Barang melalui Pembantu Pengelola
Barang.

(4) Kepala Daerah selaku Pengambilan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik
Daerah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya dalam penghapusan
barang milik daerah (selain tanah dan/atau bangunan, kendaraan dinas)
yang memiliki nilai sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) kepada
Kepala SKPD selaku Pengguna Barang berdasarkan Keputusan Kepala
Daerah.

BAB IV

TATA CARA PENGHAPUSAN
Pasal 6

(1) Proses penghapusan barang milik daerah diawali dengan pelaksanaan
inventarisasi dan/atau sensus barang milik daerah.

(2) Inventarisasi dan/atau sensus barang milik daerah dilakukan oleh Tim
Internal yang di tetapkan oleh Kepala Daerah, dan dapat melibatkan Pihak
Independent bersertifikat dibidang sensus dan/atau penilaian aset.

(3) Pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dengan ketentuan :

a. Berpedoman pada Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna
serta Daftar Barang Milik Daerah dengan memperhatikan kondisi fisik
barang yang disiapkan oleh Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang
serta Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah;

b. Bekerja sama dengan instansi teknis terkait.

(4) Hasil inventarisasi Barang Milik Daerah pada masing-masing pengguna
dan/atau kuasa pengguna dituangkan dalam Laporan Hasil Inventarisasi
untuk setiap Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang, dilaporkan
kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

(5) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud ayat (4) dikelompokkan secara
terinci menurut Kartu Inventaris Barang serta kondisi kerusakan barang
dengan rekomendasi :

a. Terhadap barang milik daerah yang rusak berat dan/atau hilang
perlakukan dilakukan penghapusan;

b. Terhadap barang milik daerah yang rusak ringan atau rusak sedang periu
dilakukan rehabilitasi dan perbaikan.
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BAB V

PENILAIAN
Pasal 7

Penilaian kondisi rusak, meliputi :

a.

(1)

)

©)

(4)

©)

(6)

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a
diusulkan oleh Pengguna dan ditetapkan Pengelola Barang atas nama
Kepala Daerah;

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b
ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah;

Penghapusan barang milik daerah berupa barang tidak bergerak seperti
tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah
setelah mendapat persetujuan DPRD,;

Penghapusan barang milik daerah berupa barang bergerak selain tanah
dan/atau bangunan sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar
rupiah) dilakukan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala
Daerah;

Proses penghapusan barang milik daerah dilakukan oleh Panitia
Penghapusan Barang Milik Daerah yang dibentuk dengan Keputusan
Kepala Daerah.

Pasal 8

Penghapusan Barang Milik Daerah dengan tindak lanjut pemusnahan
dilakukan apabila Barang Milik Daerah dimaksud tidak dapat digunakan,
tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindahtangankan, atau alasan
lain sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Pengguna Barang dengan surat keputusan dari Pengelola Barang atas
nama Bupati.

Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan
dalam Berita Acara dan dilaporkan kepada Bupati.

Penghapusan gedung milik daerah yang harus segera dibangun kembali
(rehab total) sesuai dengan peruntukan semula serta yang sifatnya
mendesak dan membahayakan, penghapusan nya ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Daerah.

Dalam keadaan bangunan yang membahayakan keselamatan jiwa dapat
dilakukan pembongkaran terlebih dahulu sambil menunggu Keputusan
Kepala Daerah.

Alasan-alasan pembongkaran bangunan gedung dimaksud Ayat (1) adalah :

a. Rusak berat yang disebabkan oleh kondisi konstruksi bangunan gedung
sangat membahayakan keselamatan jiwa dan mengakibatkan robohnya
bangunan gedung tersebut;

b. Rusak berat yang disebabkan oleh bencana alam seperti gempa bumi,

banjir,angin topan, kebakaran dan yang sejenis.



BAB VI

PEMBIAYAAN
Pasal 9

(1) Dalam pelaksanaan tertib pengelolaan Barang Milik Daerah, disediakan
biaya operasional yang dibebankan pada APBD.

(2) Pengelolaan barang daerah yang mengakibatkan pendapatan dan
penerimaan daerah diberikan biaya upah pungut/uang perangsang/insentif
kepada aparat pengelola barang yang besarnya ditetapkan dalam Keputusan
Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai
teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sefiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 14 Merl 2010

/Z %BUPATl OMUKO, ||

}ICHWAN YUNUS

Diundangkan di Mukomuko
Pada tanggal 4 Mel 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,/

NNowy

Ir. MUH.SATRIA RAZALIE
Pembina Utama Muda NIP. 1950051984031004
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